LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 34 TAHUN 2002 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK
PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

Menimbang :a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan aias
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potens:
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah mempakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk



Mengingat

memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ; '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagmmana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah K‘abupaten
Nias tentang Retribusi lzin Penggalian Jalan
Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan

Sejenisnya ;

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan Qaerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1092) ,

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun‘ 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor /@4 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2¢4) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 37 |

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana -
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, :

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tampahan-j
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana . 3
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 b
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undar}g— §
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak f

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran -

Negara Nomor 40438) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) :

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang  Teknik Penyusunan  Peraturan
Perundang-undangan dan~ Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
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. Dalam Negeri Nomor 174
4 Keputusan Menter Da g
1 Tagun 1997 tentang Pedoman Tata Cara

ibusi Daerah ;
Pemungutan Retribusi .
15 Keputugsan Menteri Dalam Negert quor 175'\
" Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan

) o b
Bidang Retribust Daerah ; ' .
16 Keput%lsan Menteri Dalam Negeéx No;rl;);e ;:r
| g sistem dan ;
hun 1999 tentang SIStEMl =
Eirzinistrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

h Kabupaten Nias Nomor 38

turan Daera . 3
. ii:ukri 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik

a

b,
C.
d

ipl kan
1 1 | yang melaku
Pegawai  Negen Sipt
ei idikan terhadap pelanggaran Peraturan
o memuat  ketentuan Pidana

Daerah  yang
(Lembaran Daerah Kabupaten

Nomor 14); .
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4

Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi 1\?21
j i 1 Kabupaten [N

Kerja Dinas Daerah K
F(%;?nbaranj Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001

Nomor 11);

Nias Tahun 1993

Dengan persetujuan S
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIA

DEWAN
MEMUTUSKAN e
EN :
DAERAH KABUPAT ‘
Menetapkan l;%ij}fﬂinETR[BUSl 1ZIN  PENGGALIAN 3

JALAN UMUM UNTUK PENANAMAN PIPA,
KABEL DAN SEJENISNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Nias ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;

Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;

Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten
Nias ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah Kabupaten Nias ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;

. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah Kabupaten Nias ,

. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin penggalian jalan umum untuk penanaman pipa, kabel
dan sejenisnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi dan atau badan ;

Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa
pelayanan pemberian izin penggalian jalan umum untuk penanaman
pip4, kabel dan sejenisnya ;

Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk
melakukan pemungutan retribusi ;

. lzin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk

melakukan penggalian jalan umum untuk penanaman pipa, kabel dan
sejenisnya ;

Jalan adalah jalan umum yang berada di bawah pemeliharaan
Pemerintah Daerah :

‘m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang ;

‘0. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah

Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan




pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain -
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; | 4
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat !
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah [
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
retribusi yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang §
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; ,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat §
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari & . :
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; I x emperoleh atau mendapat L kum van

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah i Umum untuk penanaman Ifip;( a!?al?e?zyanan- pemberian izin penggalian j);laf
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi §: ’ an sejenisnya.
berupa bunga dan atau denda ;

Pasal 3

Obyek Retribus; adalah jasa atag pelayanan p

umum up ) emberian iz S
tuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya i penggalian jalan

Pasal 4

~e S b . .
uoyek Retribus; adalah setiap orang dan atay badan h
u

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencar, §  Waiib Retr Pasal 5

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk [ etribusi adalah subjek retribys i :

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan e 4 Peraturan Daerah inj. ! ribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di-

bidang Retribusi ; BAB II1

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaiun: GOLONGAN RETRIBUSI

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang; Pasal 6

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buki
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABIV
BAB II KETENTUAN PERIZINAN
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN Pasal 7

WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

sét' ;
E Pen:?a;zlnii(;in ;::;)U lba? an yang melakukan penggalian jalan umum untuk
o ) €l atau sejenj Al
dari Kepala Daerah. denisnya, diwajibkan untuk memperoleh izin



Pasal 11

Pasal 8

I) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setigpi : . .
W orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepad canatan Pipa, Kabel dan Sejenisnya adalah untuk mengganti biaya
Kepala Daerah, dengan melampirkan :
a. Proposal penggalian jalan umum untuk penanaman pipa, kabel dan
sejenisnya ;
b. Rekomendasi berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan teknis :
lapangan di lokasi penanaman pipa, kabel dan sejenisnya ;
c. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam penanaman pipa,
kabel dan sejenisnya mentaati segala persyaratan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

(I} Setiap orang dan atay badan hukum yang melakukan penggalian jalan

umum atau pemotongan badan jalan untuk penana i
jeni : man
dan sejenisnya dikenakan Retribusi. P pipa, kabel

(2} Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebaoaj
O

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimans berikut :
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala a. Jalan aspal beton (Hotmix) . ... Rp 50.000.-/*2
Basrsh: , b. Jalan aspal penetras; (biasa) ........ ... Rp 25.000.-/’“2
¢ Jalan yang diperkeras ... . Rp 17.500.-/“3
Pasal 9 ) d. Trotoar tegel/semen dan sejenisnya ... Rp 75 '000':/“’2
(1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud - ¢. Man hole (lubang kontr o) PR Rp 25.000'-/M2
pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu o f. Jalan tanah ... RP 5.000‘-/M2
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tangas g Pe{ngsangan distribusi/instalasi o
diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan (minimumDM) ... . . Rp 3.000.-/M2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, h T SRR vttt ki 55 e o Rp 5’000'_/1»12
(2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat i BV i s s Rp 3'000‘-/Mz
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. o
BAB V BAB VI
CEEENTUAR BETRIETST WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10 Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Penggalian Jal Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias

Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan Sejenisnya adalah diuku:
berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian izin penggalian
jalan umum untuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya, yang dapit
menimbulkan kerawanan atau gangguan terhadap lalu lintas jalan maupun

BAB V11
TATA CARA PEM UNGUTAN

Pasal 14

lingkungan. PO
S k3 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,



BAB IX
Pasal 15 SANKSI ADMINISTRASI
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain Pasal 10

dipersamakan. . ' ;
(2) )P,Ia:sgil ;I:ungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ..

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak

BAB VIII atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
TATA CARA PEMBAYARAN Retribusi Daerah.
Pasal 16 ‘ BAB X
1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah. atau di tempat lain TATA CARA PEN AGIHAN
( yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang S

itentukan dalam SKRD. . . o

(2) ga?am hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang dltunjukl, mg:ta {;
] hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat- -
tnya 1 x 24 jam. X

(3 i?:&laypembay;ran Retribusi dilakukan setela(l;)lewatkw%l;;tnﬁx;i

i bagaimana dimaksud pada ayat (1), ma a

:::l?:? iiir:nisnistrg;si berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
menerbitkan STRD.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara ttll(na:'i/lunf,s Isneg:llti)itrlis. .
. o .
la Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapa
% Ilf: p:daz; Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang ddala;t;
jar?gka waktu  tertentu  dengan alasan  yang ap
ipertanggungjawabkan. . .
(3) ('?Etea Sar%igger?bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21 .

I) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.
2

) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Pasal 18 B Keputusan Kepala Daerah.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan 5 ;
tanda bukti pembayaran.
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- BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuli,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah,

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kareha
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. _

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

' pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi?
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan;
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara$ )
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang i
dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diteri
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk palin
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ay
(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberike
Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNG :
AN PENGEM
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETR[II;;%II AN

Pasal 24

Waiib Retribrc: :
) Kezg; ]aRetgl;zih haruusnzingajukafllril permohonan secara tertulis kepada
. .
i o N periutungan  pengembalian kelebihan
At i
ke:; ig::arpif;r;lazt;?:an ;eba%almana dimaksud pada ayat (1), atas
] i 1 Retribusi dapat langsung dinerhin..
: lr)erlebth dahulu dengan utang Retribusi dan at%lu sgnkdu)erhn'wlgkm'l
; Aerupa bunga oleh Kepala Daerah ¥ edminisiras
. Alas permohonan sebagaimana d}
;A : maksud pada ayat (2
atas kelebihan pembayaran tersebyt dapat dipgrhitfnzgizl;g ::;hak
gan

- pembayaran Retribys; selanjutnya,
Pasal 25

Dalam hal kelebihan -
. , pembayaran Retribus; : .
dilakukan perhitungan  sebagaimana dimgzgfdmzzl};x;ersm oy

BAB XIII diterbitkan SKRDLB paling | Pasal 24
. ambat rer e . ’
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN . peniohonan pengernbalian kelobhun pzergliteli?anile sopak diterimanya
¢12) Kelebihan pembayars o ; etribusi.
Pasal 23 han pembayaran Retribusi se
1S (1) dikembalikan kepada Wajib Remgag?lmana dimaksud pada ayat
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)

)

(D

(2)

(2)

i i Retribusi dilakukan ~setelah
balian kelebihan pembayaran K ;
ievf/lf: n\:v:ktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala

Daerah memberikan imbalan bunga 2%- (dl}a persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribust.

Pasal 26

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pa_sal §4t %1z:l§ukan :
dengan menerbitkan Surat Perinta.h membayar keleblha‘n7 5e <rilit :rbi i
Atas perhitungan sebagaimana dlmgksud dalarq Pas_a‘ 2 ,ba o :
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 27

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaut Jgnglfa kwak:;1
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat tefutangnya.r’emb;sxt, b?fl;l

apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pldana dl. bxd‘.mgd e rcl‘ : .at
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ay

1), tertangguh apabila : o

51.) Diterbgitkannga Surat Teguran dan'Surat'Paksa“, atau N
b. Ada pengakuan utang retribusi  dari Wajib  Retribusi,

langsung maupun tidak langsung.

* BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lggi karena hak untuk :
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. .
Kepala Daerah menetapkan  Keputusan Pcnghap.usan iy
Retribusi vang sudah kadaluwarsa sehagaimana  dimaksud pada -
ayat (1).

Piutang [
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BAB XVII
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 29

ap orang dan atau badan dilarang melakukan penggalian atau
motongan badan jalan umum, sebelum mendapat izin tertulis dari Kepala
aerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4
(empat) kali retribusi terutang. -

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokum
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain . serta-
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut |

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa ?

sebagai tersangka atau saksi ; ' i

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang 7

bertanggung jawab

-(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

) dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikaniya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. X

AT

Nias.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Permukiman -:f H
dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh -
Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. :

Pasal 33
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias.
Pasal 34

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan
Retribusi Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Dagrah.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Disahkan di Gunungsitoli
padatanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B. BAEHA

17




Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NTAS TAHUN 2002 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK
PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA

MUM

erdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
‘sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
. penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus
itetapkan  dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
etribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

i Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
-tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
t dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
; pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
apat memberikan beban yang adil.

esuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
emerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
mbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
endapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
i penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
apatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
pa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
mber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
aerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
an demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
engatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajik
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota dibed
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengam
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang teldh
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

. Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

¥ Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

. Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
.~ Cukup jelas

asal 16
Cukup jelas

asal 17
Cukup jelas
Pasal 18
- Cukup jelas
119

Cukup jelas

. Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jclas
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Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 69
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